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ABSTRAK 

JULIA KURNlA NlNGSffi, Putusan Pengadilan Yang Tidak Berdasarkan Surat 
Dakwaan Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Pada Pengadllan Negeri 
�edan). 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 {KUHAP), yang d iundangkan pada tanggal 
31 Desember fahun 1981 dalain Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, scjak saat 
diundangkann)a sc:cara resmi menggantikan tllR }ang berlaku scbelumnya Polisi. Jaksa 
dan Hakim tidak botch sewenang-wenang menjalankan acara pidana, tetapi harus 
berdasaTkan kctcnlunn Undang-undang yaitu KUHAP dan perundang-undangan diluar 
KUHAP yang mcngandung ketentuan acara pidana. Memang dalam KUHAP maupun 
peraturan perundang-undangan lainnya tidak dijumpai bata.o;an tcntang apa yang 
dimaksud dengan surat dakY.'83ll. Namun I lakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa 
dan mengadili diluar dari ruang lingkup yang didakY.akan. 

Dalam l...nsus Psikotropika oleh tcrdakwa Lim Bun Pin di Pengadilan Negeri 
Medan ini membahas permasalahan tentang peojatuhan putusan pengadilan yang tidak 
berdasarkan sumt dakY.aan. Dimana pengadilan menjatuhkan putusan bebas dari kedua 
dakwaan dan putusan penghukuman tcrhadap hal-hal yang kemudian terungkap dan 
tcrbukti dipers1dangnn. walaupun hal-hal tcl'Sl:but tidak didakwakan sebelumnya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yakni pcodekatan terhadap 
masalah dengan melihat norma-norrna hukum yang berlakudan kemudian dihubungkan 
dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui di lapangan yaitu Di 
Pengadilan Negcri Medan. dengan aturan otumn hukum yang ada sepeni ;KUHAP, 
Undang-undang KekWISBan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.untuk 
memperoleh data. digunakan data primer dan data sekunder. 

Sesuai dcngan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 l"entang Kclruasaan 
Kehakiman, hakim dapat b.:rkeyakinan dan bebas menilai serta menafsiran hukum secara 
benar. Seisin itu dalam perkembangannya, Yurisprudensi Mahkamah Agog mcnyatakan 
bahwa terdakwa dapal dijatuhi pidana diluar dari delik yang didakwukan teiapi dalam 
hal delik tersebut sejcnis atau lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan. Oleh 
karena itu pada ka.sus psikotropika di Pengadilan Negeri Medan ini, dimana putusan 
bakim tidak berdasarkan surat dak"'1Wl dianggap sah menurut hukum, karena bakim 
pcrpedoman pada hak dan kewenaogan yang diberikan oleh IJ'ndang-undang Kekuasaan 
Kehakiman. Mcmang haJ ini tidak sesuai dcngan KUHAP, namun hakim tida ingin salah 
dalam menafsirkan dan menerafkan hukum tanpa bermaksud mengabaikan kepentingan 
rerdakwa. karena kasus ini menyangk"Ut kclangsungan hidup banyak orang dan 
kepentingan masyarakat. Dengan adanya penyimpangan ini tergambar kesimpulan bahwa 
hukum acara pidana kita masih belum dapat mcmenuhi kebutuhan masyarakat akan 
hukum yang mcmbangun dan belum maksimal menaropung aspirasi hukum yang hidup 
dan berkembang dalarn masyarakat. 
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KAT A PENGANT AR 

1 

Biissmilla.hhimihmanim. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S\VT. karena alas hidayah, 

rahmnt cinta. scna rasa kasih sayang-NY A lab.. penulis akhimya mampu menyelcsaikan 

skripsi ini yang nantinya dapal bennwifaat bagi semua pihak sehingga menjadi amal 

jariyah bagi pcnulis, insyaAllah. Scrta salawat.. rindu clan salam cinta yang teramat sangat 

juga tak lupu1 dari diri penulis kepada junjungan clan iru.'J)irator bagi diri penulis, 

Rassulullah Muhammad SAW, besena sahabat dan keluarga beliau yang telah 

mendukung dan mcmperjuangan agama islam yang dibawa beliau dengan darah, keringet 

dan air mata, mereko berkorban dcngan tujuan kejayaan islam selamanya dengan tanpa 

mcngharap imbalan apopun kecuali kcridhaan Allah SWT. 

Adapun judul skripsi penulis adalah "PUTUSAN PENGADILAN YANG 

TIDAK BERDASARKAN SURAT DAKWAAN PADA PENGADfLAN NEGERI 

MEDAN"(Studl Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan). 

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyadari benar bah\.\a memang 

skripsi ini pada kenyataanya masih terdapat begitu banyak kekurangan-kekurangannya. 

Bak kata pepatah .. lak ada gading yang tak retak �. begitu pula balnya dengan skripsi ini. 

�amun bukan berani kcmudian penulis bennalas diri clan menutup diri pcnulis, tcrhadap 

koreksi dan masukan atau input-input positif yang membangun diri semua pihak agar 

skripsi ini menjadi lebih baik. 

Sejak dari ewal sampai dcngan sclesainnya skripsi ini penulis menyadari betul 

bahwa ada begitu banyak pihak yang telah membantu. memberi dukungan materil 
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maupun imateril kepada diri penulis demi kesempumaan skripsi ini, oleh karenannya 

sccara jujur penulis hanturkan rusa tcrima kasih. penghonnatan diri. dan salut dari lubuk 

hati kepada : 

I. Bapak Syafaruddin S.H, M.Hum selaku Pembimbing II dan selaku Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. 

2. Bapak Suhatrizal S.H, M.H selaku Pembimbing I dan selaku Pembantu Dekan I. 

dan Muazzul Sil, M. Hum selaku Pembantu Dekan Ill Fakultas Hukum 

Unhersitas Medan Area Medan. Yang telah mengayomi dan mendidil;. penulis 

dengan sabar dan rasa kasih sayang. 

3. Bapak Dosen Wali yaitu Zamumi S.H, M.H sclaku dosen v;ali yang mana telah 

memberikan arahan dan masukan sewaktu dalam perkuliahan. 

4. Seluruh staff Dosen dan pengajar difakultas Hukm K.hususnya lbu Sri Hidayani 

S.H, Elvi Zahara Lubi1 S.H, M.Hum, Anggreini S.H, M. Hum, Rafiqi S.H, 

Darou sembiring S.H, dan lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu 

persatu yang telah mc:mberikan masukan. nasebaL didikan. pengajaran, yang tidak 

mungkin penulis lupakan, dan seluruh staff karyaY;an yang telah membantu 

penulis sebingga mcmudahkan Jiri penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. yakni 

Kak Ratna, Kak Santi S.ll, Kak Tatik dan Pak Masana. 

5. Orang tua hrunba tercinta ayanda Ponidjo dan lbunda Sud1rmlnl. yang penuh 

rasa kasih sayang dan cinta kasih yang teramat sangal kepada diri pcnulis dengan 

memberikan dukungan moril dan materil dari kecil hingga dcwasa yang tidak 

bosan -bosannya mcrcka memberikan yang terbai k bagi diri pc:nulis sehingga 

penulis merasa tidak akan pemah sanggup membalasnya. 
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6. Ketiga Kakanda Penulis yakni Suhariati, Supangat, dan Sri Handayani S.Pd 

dan keluarga penulis lainnya yang mana mereka mengarahkan penulis dengan 

rasa sayang dan penuh pengarahan sehingga semua itu dapat menjadi inspirasi 

bagi penulis. 

7. Kepada sahabat -sahabat Penulis yakni Subaryeti, Umi Fatimmah, Anita 

Nurjelina, Rosaria lndah, Irabariati, Eli maylita, Cory, Juan dan Melba yang 

mana mereka telab banyak memberika masukan clan dukungan kepada penulis 

dengan penuh sayang. 

8. Selurub teman-teman angkatan 2004, di Fakullas Hukum Universitas Medan 

Area, yang rnemberi dukungan, semangat, motivasi serta kenangan masa-masa 

kuliah yang tcntu tidak akan pemah penulis lupakan yang pernah penulis rasakan 

bersama-sama dcngan teman-teman. 

Medan, 25 Agustus 2008 

Penulis 

JUUA KUIUOA NIN6SIH 
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BABI 
PENDAHULUAN 

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dimana segala langkah dan tindakan harus 

berdasarkan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, apabila terjadinya 

suatu peristiwa pidana atau tundak pidana. 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1945 mcnentukan 

bahwa Keknasaan Kcbakiman yang merdeka yang dilakukan olch sebuah Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan dibawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan bukum dan keadilan. Hal ini terdapat dalam pasal 24 ayat (I) UUD 1945. 

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 terscbut tclah membawa perubahan penting 

1erhadap penyelenggara kekuasaan kebakiman schingga membawa konsekuensi perlunya 

pembentukan atau perubahan sclurub perc1turan perundang-undangan dibidang kek118Saan 

l.;ebakiman guna memperkuat prinsip kekuasaan kebakiman yang merdeka dan bebas dari 

pengarub kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan. 

Hukum acara pidana juga memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme 

pro:;es sejak terjadinya tindak pidana yang baik diketahui sendiri oleh aparatur Negara. 

Pm)idik dilaporkan ataupun tidak diadukan kepada penyidik , sampai selanjutnya diambil 

bngkah-langkah oleh penyidik. lalu hasilnya discrahkan kepada peountut umum. H al ini 

diatur dalam pasal 138 KUHAP. 

Menurut pasal 137 KUHAP, penuntut umum berwenang melakukan penuotutan 

sia;iapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan 

� perkara kepengadilan. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Bila penuntutan wnum berpcndapat bahwa dari basil penyidikan dapal dilakukan 

penuntutan, ia dalam wak.'1\1 seccpatnya membuat surat dakwaan. Tetapi sebaliknya, dapat 

juga penuntul wnum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup 

bukti, atau peristiwa terscbut temyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup 

demi bukum.' 

Selanjutnya, penuntut umum melimpahkan perkara kepengadilan negeri dengan 

permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Setclah 

pengadilan negeri menerima surat pelimpahan pcrkara dari pcnuntut umwn, ketua 

pengadiJan negeri mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang 

selanjutnya, penuntut umum melimpahkan perkara kepengadilan negeri dengan pelIDintaan 

agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Setelah pengadilan 

negeri mcncrima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum. ketua pengadilan negeri 

mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya, haJ ini 

ditentukan dalam pasal 147 KUHAP. 

Menurul system yang dianut diindonesia, yaitu : pemeriksaan disidang pengadilan 

yang dipimpim oleh hakim. hakim itu harus aktiv bertanya dan memberi kesempatan pada 

� terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya, untuk benanya kepada saksi-

� begitu pula pada penunlut wnum. Scmua itu dengan maksud menemukan kebenaran 

materil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. 2 

Purusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapa! berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum 

� Soc:omo. Hu/rum Acara Pidana lndanl!sia Dalam Praktelc, Oklobu 1990, Pustaka Kartini, Hal. 40 
'ii*Jadi. Pmgerahuan Dasar H11kum Acara Pidana, 1999, Mandar Maju, Hal. 120 
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